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Penetapan DCT Dipersoalkan ke Bawaslu

Koalisi mendesak KPU membatalkan
atau mencoret DCT yang diajukan
parpol di daerah pemilihan yang tidak
memuat keterwakilan perempuan.

Yanue Payatama Whjavaatmajs
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DALIST Masyara
kat Peduli Kerer
wakilan Perempuan
melaporkan Komisi
Pemilihan Umum (KPU) ke
Bawaslu karena dinilai mela-
kukan pelanggaran adminis-
tranf. KPL disehur melanggar
Pasal 245 Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2017 tentang

Pemiliian Umum {(Pemile) ka
rena idafrar calom retap (DCT)
DPR dan DPRED Femilu 4
ticdak memuat keterwakilan
perempran sehesar 3% 0 se
tiap daerah pemilihan {dapil).

Ketentuan tersebut diperte
Bas pengaturan Pasal 8ayai{l)
PEPU 1072023, “Dari analisis
pelapor, didapati ternyata ter-
dapar 266 raleg (perempuan)
di DCT dari toral 1.512 caleg
anggota DPR DCT dalam Pemi-

Iu 2024 yang telah ditetapkan
dan divmumkan KPLU. Ini ti
dak memuat ketentuan ke-
terwakilan perempuan paling
sedikin 30%," kata Direkmr
Eksekunf Netgric Hadar Wafis
Gumay, selaku salah satu pe-
Bapnr, di Jakarra, kemarin,
Mahkamah Agung telah
memerintahkan KPU men
eabut Pasal & ayat {2) yang
mengamr teknis penghitungan
30% jumlah bakal calon ang-
gota legislatif {caleg) perem
puan dalam PKPU Nomaor 10
Tahun 2023 tentang Pencalon-
an DPR, DPRD Provinsi, dan
DPRD Kabuparen/Kata. MA
menilai aruran tersebut her-
tentangan dengan UD Pernilu.

Namun, sampai dengan pene
tapan DCT, KPU mengabailan
perintah MA.

Hadar pun menyatakan KPU
terhukfi melakukan pelang-
garan administratif pemilu.
Koalisi juga mendesak KPU
membatalkan atan mencores
DOT yang diajukan parpal un-
tuk pemilu anggota DPR, DPRD
provinsi, dan DPRD kabupaten)
katadi dacrah pemilihan yang
tidak memuat keterwakilan
PETEMpuan.

“Kami berharap Bawaslu
dapat memprioritaskan pena-
nganan laporan tersebut dan
membiat kepurnsan dalam
wakiu sesegera mungkin demi
tegaknys penvelenggaraan

pemilu serentak 2024 yvang
inklusif, demokeatis, dan kon
stituzsional.” tandasnya.
Sementaraitu. Sekjen Koalisi
Ferempuan Inidonesia Mike
Verawati menyorotilemahnya
iktikad KPU balikan

pada 2022, Skor tersebul sama
dengan indeks demokrasi Indo
nesia pada 2021, yang artinya
masih tergolong sebagai demo-
krasicacat (flawed demoeracy).

Sebanyak 17 dari 18 partai

pementhan prinsip narasi
hak khusus sementara atan
affirmative action keterwakilan
perempuan, Hal ity semakin
mennnjukkan Pemily 2024
mungkin akan gagal memasti-
kan indeks demokrasi dan pen
capaian Wwjuan pembangunan
berkelanjutan.

Mike melanjutkan, skor
indeks demokrasi Indonesta
menurut Econemist Intelli-
eence Unit (EIU) ialah 6.71

politik | peserta Perni-
fu 2024 masth mendafrarkan
ralon anggata PR R yang
tidak memenuhi jumlabh mi
nimal 3% perempuan untuk
sejumlah dacrah pemiliban,
PES menjadi satu-satunya par-
polyang memuat keterwakilan
percmpuan paling sedikit 30,
Dari 580 caleg PES di 84 daersh
pemilihan (dapil), mereka di
sefiap dapil telah memenahi
keterwakilan perempuan di
atas 3.

Persetujuan DPR

Ketua KPU RI Hasyim
Asy ari mengaku pihaknya
sudah menyampaikan usul
rapat knon=ultasi dan sndah
menggelar rapat dengar pen-
dapat (RDP) dengan DPR K1
Namun, pihaknya bhelum
mendapatkan lampu hijan
untuk mengubah PKPU No
1002023, khususnya pada
Pasal K ayar (2) soal penghi
tungan syarat keterwakilan
percmpuan,

“Kemudian apa yang dizsam-
paikan belum mendapatkan
perzetujuan untuk mengubah
PEPU khusnsnya soal keter-
e rempuan 30%, 7 wjar
Hasgyim. {AnyP-3)




